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Kebebasan beragama merupakan salah satu rumpun dalam hak asasi manusia, salah satu pendekatan 

dalam mewujudkan terciptanya kebebasan beragama yaitu moderasi, korelasi antara moderasi dan 

kebebasan beragama adalah adanya hubungan timbal balik antara moderasi dan kebebasan beragama. 

Sikap moderat akan menumbuhkan lingkungan yang lebih tenang dan menerima perbedaan sehingga 

membuka pintu bagi kebebasan beragama, di sisi lain kebebasan beragama mendorong moderasi dengan 

memberikan tempat bagi keyakinan yang berbeda untuk hidup berdampingan secara damai, keduanya 

bekerja sama untuk menciptakan kehidupan yang toleran dalam beragama. secara normatif moderasi dan 

kebebasan telah diakui di dunia internasional dan nasional. Namun, realitanya masih banyak terjadi kasus 

intoleransi, radikalisme, dan diskriminasi beragama. kasus ini terlihat dari laporan Setara Institute yang 

melaporkan setidaknya terdapat 175 pelanggaran selama tahun 2022. Hal ini disebabkan karena adanya 

sikap superioritas sebagian masyarakat yang secara kuantitas lebih banyak. Selain itu, terdapat konflik 

norma dalam peraturan perundang-undangan khususnya yang berkenaan dengan kebebasan beragama 

serta kurangnya ketegasan aparat penegak hukum terhadap kasus diskriminasi agama ini. Undang-

Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 

Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Umat Beragama, dan Pendirian 

Rumah Ibadah bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia terutama terkait kebebasan 

beragama dan terdapat diskriminasi agama dalam substansi pasalnya. 

Dalam penelitian Skripsi ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif (Legal Research) dengan 

penelitian yang bersifat Preskriptif yang bertujuan untuk memperoleh saran dalam mengatasi 

permasalahan tertentu. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (Normative Law 

Research) yang mengkaji hukum dengan membuat konsep hukum sebagai norma yang berlaku di 

masyarakat dan menjadi acuan bagi setiap orang dalam berperilaku dan berinteraksi di masyarakat. 

Penulis menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (Statute Approach) yaitu dengan 

mengumpulkan bahan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik pembahasan. 

Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) yaitu dengan berangkat dari 

pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Adapun isu yang 

dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah konflik norma 

Hasil penelitian menunjukan bahwa moderasi dan kebebasan beragama merupakan bagian dari hak asasi 

manusia, mesk begitu, nyatanya perlindungan dan pelaksanaan hak kebebasan beragama dan 

berkeyakinan warga negara indonesia masih dirasa kurang di Indonesia. Hal ini terjadi karena dari 

perspektif normatif dan empiris-praksis. Adanya tumpang tindih antara konstitusi dan peraturan yang 

dibawahnya secara hierarki seperti Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan 

Penyalahgunaan dan Penodaan Agama dan Surat Keputusan Bersama Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat 

Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Serta 

peraturan daerah dibawahnya yang justru melanggar konstitusi dan Undang-Undang yang berkaitan 

dengan hak asasi manusia sehingga peristiwa atas kebebasan menjadi berulang. Selain itu adanya 

pembiaran yang dilakukan oleh negara terhadap kelompok intoleran dan kurangnya ketegasan aparat 

penegak hukum terhadap kelompok intoleran menjadi salah satu faktor masih tingginya kasus 

diskriminasi terhadap umat beragama. Pada akhirnya, kekaburan definisi agama atau lebih tepatnya 

terbatas menyebabkan kelompok masyarakat yang menganut agama yang tidak diatur dalam peraturan 
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perundang-undangan tersebut termaginalkan dan tidak dipertimbangkan dalam kebijakan yang bertujuan 

untuk mensejahterakan kehidupan beragama. Maka dari itu diperlukan adanya pendidikan moderasi dan 

toleransi baik di lembaga pendidikan formal ataupun non formal agar masyarakat indonesia disadarkan 

sejak dini akan realitas pluralisme dan menerimanya sebagai kekayaan keberagaman bukan ancaman. 
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ABSTRAK 

 

Edon. Mei 2024. MODERASI DAN KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA DALAM 

PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas 

Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 88 halaman. Dosen Pembimbing    Muhammad Ananta 

Firdaus, S.H., M.H 

 

Moderasi dan kebebasan beragama merupakan salah rumpun dalam hak asasi manusia yang telah dijamin 

dengan jelas dan tegas dalam instrumen internasional dan nasional. Namun terkadang hal ini tidak sesuai 

dengan yang terjadi dalam masyarakat yang dimana selalu ada sentimen antar umat beragama khususnya 

yang menjadi korban adalah minoritas, selain itu faktor intoleran ini berasal dari kebijakan saling 

berkontradiksi khususnya yang berkenaan dengan kebebasan beragama  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peraturan mengenai kebebasan beragama 

diterapkan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan untuk mengetahui bagaimana hak konstitusional 

warga negara yang dijamin dalam perilaku moderasi yang dituangkan dalam peraturan. Penelitian ini 

merupakan penelitian normatif (Legal Research) yang dilakukan penulis dengan pendekatan Perundang-

undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach) menggunakan bahan 

hukum primer, sekunder, dan tersier. 

Temuan penelitian ini menunjukan bahwa pertama Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 sudah 

tidak relevan dijadikan sebagai landasan hukum dalam mengatur warga negara dalam beragama karena 

bertentangan dengan UUD 1945 dan beberapa regulasi yang mengatur terkait hak asasi manusia. Selain 

itu, PBM 2 Menteri No 8 dan 9 Tahun 2006 dalam bab IV jelas bertentangan Undang-Undang 1945. 

Kedua kebijkan ini mempunyai konsekuensi negatif yaitu hadirnya sikap diskrimatif dan intoleran dalam 

beragama yang akan terjadi secara berulang. Kedua perlunya penguatan moderasi dalam kebebasan 

beragama dengan menumbuhkan toleransi, diskusi antaragama, melakukan pendidikan multikultural, 

serta membentuk kebijakan yang menjunjung persamaan hak dan perlindungan bagi semua kelompok 

agama, sekaligus mendorong penghormatan terhadap keberagaman agama. 

 

Kata Kunci (Keyword): Hak Asasi Manusia, Kebebasan Beragama, Moderasi 
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